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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 050/03\ /20/2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021-2026

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, perlu
menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten
Sragen tentang Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2020 Nomor 56);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);

19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen
Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra
Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah dokumen perencanaan Dinas
PPKBPPPA Kabupaten Sragen untuk periode 5 (lima)
tahun.

Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan,
dan subkegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang selanjutnya
disebut RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disusun dengan tujuan memberikan arah
kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan serta



KELIMA

KEENAM

menjamin konsistensi perencanaan Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun dengan
pelaksanaan pada setiap tahunnya.

Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun

2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;

2. penyusunan rancangan awal;

3. penyusunan rancangan;

4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah;

5. perumusan rancangan akhir; dan

6. penetapan.

Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disajikan dengan sistematika paling sedikit
memuat:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian
Renstra, fungsi Renstra dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra, keterkaitan
Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renstra.



BAB II.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renstra, serta susunan garis
besar isi dokumen.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan  tugas dan  fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat
Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar
hukum pembentukan Perangkat Daerah,
struktur organisasi Perangkat Daerah,
serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon di bawah kepala
Perangkat Daerah. Uraian tentang
struktur organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana
Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang
macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, asset/modal, dan unit
usaha yang masih operasional.



2.3.

24.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian
kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Perangkat Daerah dan/atau
indikator lainnya seperti MDG’s atau
indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis
terhadap Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan
terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi
pengembangan  pelayanan  Perangkat
Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.

BAB II. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1.

3.2.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah

Pada bagian ini dikemukakan
permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait
dengan visi, misi, serta program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



3.3.

3.4.

3.5.

Selanjutnya  berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan
Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu
strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-
faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L ataupun Renstra
Perangkat Daerah Provinsi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja
faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikaji kembali faktor-
faktor dari pelayanan Perangkat Daerah
yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat
Daerah;

2. sasaran jangka menengah pada
Renstra K/L;



3. sasaran jangka menengah dari Renstra
Perangkat Daerah Provinsi /
Kabupaten / Kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan
Perangkat Daerah;

5. implikasi KLHS bagi pelayanan
Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda
penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut.

Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu
strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun
mendatang.

BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA  PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator
kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.



BAE VIII. PENUTUFR

Berizikan uraian penutup, berupa pedoman
dan kaidah-kaidah pelalsanaan.

KETUJUH . Semua biaya yang timbul sebagai alabat ditetapkannya

Keputusan Kepala Dinas i dibebankan kepada
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sragen.

KEDELAPAN . Keputusan Kepala Dinas imi mulai berlalou pada tanggal

ditetaplean.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Maret 2022
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Bupat Sragen;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;

Aszizten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralgrat Sekretaris Daerah
Kabupaten Sragen;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelfian dan
Pengembangan Kabupaten Sragen;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sragen;

Inspekiur Daerah Kabupaten Sragen;

Kepala Bagian Crganisasi Selretariat Daerah Kabupaten Sragen.
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BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra

perangkat daerah meliputi :

1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
4) Penetapan Rentra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik
ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Rentra dengan RPIMD,
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah
diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas
dan fungsi perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi
yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu
lima tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi

Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen sebagai
salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang memiliki tugas
pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Dinas
PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya, guna menyusun dan
menetapkan Renstra Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan
berpedoman pada RPKMD Kabupaten Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen merupakan
suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran Dinas PPKN PPPA Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera
Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong” yang dijabarkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026.
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Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2021-2026 adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138
Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai
Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 56: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182
Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran
Negara Ri Nomor 4301);
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4960 ),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang

Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144: Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 bahwa Penyelenggaraan
urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, penduduk;

Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengolahan Informasi Perencanaan
Pembangunan daerah berbasis data SIPD mencakup kondisi geografis, demografi,
potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator
kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama

Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 162);
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 3);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (lembaran Daerah Sragen Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinad Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah kabupaten
Sragen Tahun 2016 Nomor 110).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Maksud dengan ditentukannya Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5
(lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan,
sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026



Y DINAS
- PPKBPPPA

b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih;

2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
perangkat daerah;

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah dalam tiap tahunan.
1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026, disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat tentang

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2, Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4,  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB 111 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Bab ini memuat tentang
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BAB IV

BABV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2.  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4.  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan
perangkat daerah

KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat tentang kinerja penyelenggarakan bidang urusan
perangkat daerah

PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Renstra perangkat daerah
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BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Kedudukan, Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PPKBPPPA
1. Kedudukan

1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
menjadi kewenangan Daerah.

2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf

Ahli Bupati Kabupaten Sragen untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

adah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
¢. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan, terdiri atas :
1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
3) Seksi Advokasi dan Penggerakan.

d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera, terdiri atas :
1) Seksi Jaminan Keluarga Berencana;
2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana: dan

3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
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e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :

1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan

3) Seksi Pemenuhan Hak Anak

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pambantuan yang diberikan kepada
Daerah.
Tugas dan Fungsi
1. KEPALA DINAS

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi/Uraian Tugas :

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Tugas :
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Memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan

tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi/Uraian Tugas :

a.

Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan
jasa penunjang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang berikan pimpinan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksana kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsi/Uraian Tugas :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Umum dan Kepegawaian;
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum dan
Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Umum dan Kepegawaian, meliputi :
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat
Daerah; serta Kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

2) Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,

bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.

Fungsi/Uraian Tugas :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
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e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan meliputi :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan, Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan
Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanal/Semesteran
SKPD/ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan
Data dan Informasi; Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN
PENGGERAKAN
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan.
Fungsi/Uraian Tugas :
a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengendalian Penduduk dan

Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi
dan Penggerakan;
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan Penggerakan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan
Penggerakan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi
dan Penggerakan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga, Penyuluhan dan Pendayagunaan
PLKB, Advokasi dan Penggerakan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan terdiri dari

1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga;

d. Penyiapan  bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, meliputi
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Perumusan Parameter Kependudukan; Penyediaan dan Pengolahan
Data Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga; Pemetaan Kependudukan;
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan; Pengembangan Model
Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan; Pengukuran
dan Perhintungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan
(Early Warning System/Peringatan Dini); Membentuk Rumah Data
Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi
Program KKBPK di Sektor Lain; Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan Data
Hasil pemutakhiran Data Keluarga;, Penyediaan Data dan Informasi
Keluatga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; pengolahaa
dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB;
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan darr pelaporan Program
KKBPK) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,

bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.

Fungsi :

a.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan
pendayagunaan PLKB;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
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e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, meliputi : Advokasi Program
KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Komunikasi,
Inforrnasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai Kearifan
Budaya Lokal, penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program
KKBPK; promosi dan KIE Program KKBPK Metalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; penggunaan Media
Massa Cetak, Elelctronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya
Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK; pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan,
Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya; Pengelolaan
Operasional dan Sarana di Balai penyuluhar KKBPK; Pengendalian
Program KKBPK; pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini
lapangan oleh PKB/PLKB; penyediaan Sarana Pendukung
Operasional PKB/PLKB; penguatan Pelaksan a.rn Penyuluhan,
Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk
petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana PKB/PLKB); Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP); Orientasi Gerakan Institusi Bangkit Bagi PPKBD,
Pengelolaan 1"aporan Kegiatan PKB/PLKB serta kegiatan lain sesuai
bidarg tugasnya;

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

3) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan

pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan

pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan

administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi dan Penggerakan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di

bidang Advokasi dan Penggerakan;
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Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang

Advokasi dan Penggerakan;

. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Advokasi dan

Penggerakan;

. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Advokasi

dan Penggerakan;

. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Advokasi dan Penggerakan, meliputi : Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
(meliputi: penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten
terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan
Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan Pemanfaatan Grand
Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Dukungan
Pelaksanaan Survei/pendataan Indeks Pembangunan Berwawasaa
Kependudukan; Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks pengetahuan
Masyarakat tentang Kependudukan; Penguatan Kerjasama
pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan
Nonformal; Penyediaan dan Pengembangan Materi pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sesuai Isu
Lokal; Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal; Implementasi
Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan Formal dan Nonformal
serta Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan;
Advokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Mode-1 Solusi Strategis sebagai peringatan
Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
pelaksanaan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang Advokasi dan Penggerakan; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
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4. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian

pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan

Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana,

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana.

Fungsi :

a.

Penyusunan bahan program kerja di bidang Jaminan Keluarga
Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana,
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Jaminan Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;
Pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Keluarga Berencana,
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana, Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Berencana;

Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Jaminan Keluarga
Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana,
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan
Keluarga Berencana, Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana,
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya..

Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera terdiri dari :

1) Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Jaminan Keluarga Berencana.
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Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Jaminan Keluarga Berencana;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Jaminan Keluarga Berencana,

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Keluarga
Berencana;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Jaminan
Keluarga Berencana;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Jaminan Keluarga Berencana, meliputi : Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan
Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB; Penyusunan
Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB; Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan
KB: Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi; Pelayanan Tim Jaga Mutu serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Jaminan Keluarga Berencana; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga

Berencana.
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Fungsi :

a.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana,
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana,
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana, meliputi:
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Parrjang (MKJP); Penyediaan Dukungan Avoman Komplikasi Berat
dan Kegagalan penggunaan MKJP; Pembinaan Pasca Pelayaaan bagi
Peserta KB:; Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan
Jejaringnya; Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
Peningkatan Kesertaan KB Pria; Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Integrasi
Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; Pelaksanaan dan
Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB; Pembinaan Terpadu
Kampung KB serta kegiata;r lain sesuai bidang tugasnya.

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,

bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi. dan

pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
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Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, meliputi:
Pembentukan Kelompok Ketaharran dan Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga); Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola/ Pelaksana/Kader
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Penyediaan Biaya
Operasional bagi Pengelola. Pelaksana (Kader), Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(termasuk Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,
Kelanjutusian serta Pengelolaan Keuangan Keluarga); Penyerasian
Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung
Tercapainya IPK; Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK;
Advokasi dan Promosi IPK; Sosialisasi [IPK: Pelaksanaan Koordinasi
Evaluasi Pencapaian IPK; Penguatan Kebijakan, Pendayagunaan, dan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Promosi dan
Sosialisasi Program;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera; dan

g Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
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5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi :

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak,
dan Pemenuhan Hak Anak;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak,
dan Pemenuhan Hak Anak;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Khusus
Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidsng tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan.
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Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di

bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, meliputi :
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
PUG; Advokasi Kebijakan, Pendampingan, dan Sosialisasi
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi, Advokasi Kebijakan,
dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; Advokasi Kebijakan,
Pendampingan, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak; Pelaksanaan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga; Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas  Keluarga;  Advokasi  Kebijakan, Pendampingan
Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; Penguatan
Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga; Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya; Penyediaan Data Gender dan Anak; Penyajian dan
Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data;
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.
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b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan,
bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, meliputi : Advokasi
Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha; Koordinasi
dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; Penyediaan
Layanan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup; Pengembangal KIE, Pemenuhan Hak
Anak, Penguatan Jejaring antar lembaga bagi Lembaga penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak
Nasional; Pembentukan Desa/Kelurahan l,ayak Anak; Optimalisasi
Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak; Optimalisasi Forum Anak;
Percepatan Kabupaten Layak Anak serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
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¢) Seksi Pemenuhan Hak Anak
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang
Pemenuhan Hak Anak;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
Pemenuhan Hak Anak;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pemenuhan Hak
Anak;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pemenuhan Hak Anak, meliputi : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan
Dunia Usaha; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak; Penyediaan Layanan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup; Pengembangan KIE, Pemenuhan
Hak Anak, Penguatan Jejaring antar l.embaga bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak Nasional;
Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak; Optimalisasi Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak; Optimalisasi Forum Anak; Percepatan Kabupaten
Layak Anak serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pemenuhan Hak Anak; dan
g Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.
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6. Struktur Organisasi

Sekretariat

l

Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Bidang Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera

Seksi Pengendalian
Penduduk dan
Informasi Keluarga

Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan

Anak

Seksi Jaminan
Pelayanan Keluarga
Berencana

Seksi Penyuluhan
dan
Pendayaagunaan

Seksi Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Keluarga
Berencana

Seksi Advokasi dan
Penggerakan

Seksi Pemberdayaan
dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera

Kelompok Jabatan
Fungsional
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2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah
a. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen tahun
2020 sebanyak 35 ASN, terdiri dari ..... orang laki-laki dan ... orang perempuan, 5 orang
lulusan SMA, 17 orang lulusan Sarjana, 13 orang lulusan Strata Dua (S2) Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin

(Posisi Per Desember 2020)
No Jenis Kelamin ey
_1_1&1‘31(1 - 15
2 | Perempuan } N 20

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan data tabel diatas pegawai ASN di lingkungan Dinas PPKB
PPPA bahwa jumlah perempuan sebanyak 57,1% lebih banyak dibanding jumlah
laki-laki yang hanya sebanyak 42,9%

Tabel 2.2.
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2020)

No Jenis Pendidikan Jumlah
1  Pasca Sarjana (S2) . . 13 =
2  Sarjana (S1) / (D4) - | 17 .
3  Diploma 1T | —— .
4 |SETA e 5 =
5 | SLTP o | = i
6 SD - _— - ]
Jumlah 35

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1)
sebanyak 49% atau 17 orang, pegawai dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2)
sebanyak 37% atau 13 orang, dan Pegawai dengan pendiidikan SLTA sebanyak
14% atau 5 orang.
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Tabel 2.3.
Komposisi ASN Menurut Jenis Pangkat/Golongan
(Posisi Per Desember 2020)

No Pangkat/Golongan Jumlah

~ 1 |GolonganIV: - _
Pembina Utama Muda Iv/e) -

Pembina Utama TK. I (IV/b) N 1
Pembina (IV/a) 11 .
Jumlah o e 12

2 | Golongan I : ! .

| Penata TK. I (IlI/d) _r . 1s |

Penata (II/c) . 3
Penata Muda TK. I (IlI/b) I 2
Penata Muda (I1I/a) =
‘Jumlah Al 20

3 Golongann R S ————— —
Pengatur TK. I (II/d) - 2
Pengatur (II/c) 1

Pengatur Muda TK. I (II/b) o =

Pengatur Muda (II/a) - -
Jumlah o 3
4 GolonganlI:

' Juru TK. I (I/d) ] &
Juru (I/c) ) o _ -
Juru Muda TK. I (I/b) -
| Juru Muda  (I/a) N
' Jumlah b 0

Jumlah 1+2+3+4 35
S umber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawa:an per Desember 2020

Berdasarkan data diatas bahwa sebanyak 57% atau 20 orang dengan status
golongan III, 34% atau 12 orang dengan status golongan IV dan 9% atau 3 orang dengan
status golongan II.

b. Sarana dan Prasarana (Aset)
Adapun sarana dan prasarana operasional pendukung kinerja pada Dinas PPKB
PPPA Kabupaten Sragen yang digunkana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi sampai dengan Th 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PPKB PPPA Tahun 2020

No  Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

|
|

1L ‘ Station Wégon_
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2

3.

4.

5.

6.

i

8.

9,

~ 10.
1.
12,
13.

14,

15.
16.
17.

18

19.

20.

21.

2,
93
a4

25,

Mini Bus (Penumpang 14 1
Orang Kebawah)

Pick Up 1
' Sepeda Motor ' 117
' Kendaraan Bermotor A 1 i

Khusus Lainnya

' Lemari Kayu 8

Lemari Penyimpanan 15

' Mesin Ketik Listrik Portable | 1

(11-13 inci)

'Rak Besi 1

' Rak Kayu - | 13 a

| Mesin Absensi ! 1

' Lemari kaca i 1 )

 LCD Projector/Infocus [ 22

| FTdcu_siﬁgScreen /Layar | 3

- LCD Projector B _

White Board 16

- Proyector Spider Bracket 22

' Papan Nama Instansi 0T 26

' Alat Kantor Lainnya 2 -

' Meja Kerja Kayu ] 54

- 'M—e_]'"a_L Rapat S 19

Kursi Rapat _ 62 |
 Kursitamu = | 4

Kursi Putar 20

| Meja % Biro o ‘ ) 7

AC Window o 6 i
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26. AC Split | 4
27. | Kipas Angin B .7
28.  Alat Pembantu Kebakaran | ) 5 )
29. Meja Tamu Biasa | 15
30. Kursi Tamu di Depan 1
Ajudan Menteri/
~ Gubernur/Bupati/Walikota -
31.  PC Komputer 61
32. Lap Top - 29
33.  Note Book | | 19 :
34. CPU T 1
35.  Printer ] 28
36. Scanner | 1
37.  Modem ] - 38 =
38, Wireless Se——— 1
39.  Tool Kit Box ] 52
40. Siku 52
41. Camera Elektronik | ' 2 B
42.  Layar Film/Projector 24
43.  Telephone mobile | | 90
44.  Publik Address (Lapangan) 22
45.  Alat kesehatan kebidanan 42
dan Penyakit Kandungan
~ Lainnya ] | o
46. Alat Kedokteran Umum 2
~ Lainnya . I
47.  Alat Kedokteran Keluarga 20
_  Berencana Lainnya N
48.  Alat Peraga Praktek 6

- Sekolah Bidang Studi : Ipa
Lanjutan Lainnya | :
49.  Geneology table 15

' 50. Video Printer B ' 16
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51. Bangunan Gedung Kantor 23
52.  Instalasi Komunikasi | 1
B ~ Elektronik | N
53. Jaringan Sambungan Ke 1
~ Rumah Kapasitas Kecil _
54. Jaringan Sambungan 1
i - Rumah Lain-Lain _ _ )
55. Jaringan Transmisi 1
Tegangan 1 S/D 3 KVA _
56. Jaringan Distribusi 1
57. | Jaringan Telepon Diatas 1

- Tanah Kapasitas Kecil - B
Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian per Desember 2020

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan
kondisi di Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen memang masih
dalam kondisi baik dan sudah merata sehingga sarana dan prasarana sangat
mendukung pelayanan di Dinas PPKB PPPA.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen diarahkan untuk mencapai tujuan
penyelenggarakan urusan pemerintah 1) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gambaran mengenai

pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA

Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021
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Target Renstra SKPD Tahun Ke - Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke - Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -
Indikator Kinerj
s:suai Tr asmdan: Target L

0 "B | Indikator | Satuan
Fungsi Dinas IKK i
PPKBPPPA o

2017)  2018f  2019] 2020, 2021 2017) 2018 21]19L ZBZ[IL 2021 2017 2018 2019 20201 2021
Angka Laju

1. |Pertumbuhan % 0.35 031 0.3 0.27 0.26 0.34 0.31 0.3 1.26 97%|  100% 100%) 467%, 0%]
Penduduk
Rasio KDRT

{1}

2. |- Perempuan % 06 0.5 05 0.43 0.32( 0.0003] 0.00271 0.003] 0.0023 0.05 0.54 0.6] 0534883721 0
- Anak % 0.003] 0002 00021 00177 0011 0.002] 0.002] 0.0003] 0.0013 66.66666667 100 15  7.647058824 0
Indeks

3. |Pemberdayaan % 57 57 57 57 571 57181 69.18] 69.18 65.2 100%| 121%  121%)] 114%) 0%1
Gender (IDG)

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kinerja Dinas PPKBPPPA hampir seluruhnya tercapai. Indikator dari setiap tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan
dalam perencanaan awal. Indikator ini menunjukkan kinerja Dinas PPKBPPPA dalam menyediakan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Peraturan

Menteri Dalam Negeri tercapai dengan cukup baik.



Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021

Tabel 2.6.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA

Indikator Kinerja Anggaran

No

Program/
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018|

2020(

2021

2017}

2018

2019|

202

2021

Program
Keluarga
Berencana

Kegiatan :

Pelayanan KIE

Rp40.000.000

Rp25.000.000

Rp15.000.000

Rp15.000.000

Rp16.640.000

Rp24.000.000

Rp15.000.000

Rp15.000.000

2%

96%

100%

100%

Pengadaan sarana
mobilitas tm KB
keliling

Rpl.102.000.000

Rp30.500.000

Rp1.270.000.000

Rp657.941.000

Rp695.000.000

Rp49.800.000

Rpl 265.356.000

Rp336.915.000

63%

99%

100%

82%

Pencanangan
Harganas Tk.
Kabupaten

Rp15.000.000

Rp10.000.000

Rp6.000.000

Rp15.000.000

Rp10.000.000

Rp6.000.000

100%

100%

100%

Pendataan

Keluarga (Base
Mikro Terpadu)

Rp120.000,000

Rp120.000.000

Rp653.000.000

Rp17.000.000

Rp!15.015.000

Rp!19.820.000

Rp63.450.000

Rp16.700.000

96%

100%

98%

98%

Dukungan
Program
Kependudukan

Rp35.000.000

Rp15.000.000

Rp9.000.000

Rp9.000.000

Rp30.554.000

Rp14.700.000

Rp7.702.500

Rp7.635.000

92%

98%

86%

85%

Pelayanan
Konselng KB
(Operasional Tm

Jaga Mufn)

Rp15.000.000

Rp3.000.000

Rp6.000.000

Rp2.263.000

Rp6.060.000

RpS.000.000

Rp6.000.000

Rp1.663.000

40%

100%

100%

73%




No

Program /
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(Capaian Renstra SKPD Tahun ke -

2017,

2018

2019|

2020f

2021

2017

2018|

2019|

2020

2021

017

2018|

2019

2020)

2021

Operasional
Mobil Penerangan
(Pemutaran Film)

Rp25.000.000

Rp20.000,000

Rp12.000.000

Rp12.000.000

Rp20.980,000

Rp20.000.000

Rp12.000.000

Rp11.850.000

84%

100%

100%

99%

BOK DAK
Keharga
Berencana

Rp932.490.000

Rp3.153.190.000

Rp3.345.660.000

Rp3.500.832.000

Rp639.076.215

Rp0

Rp4.924.138.595

Rp4.809.269.184

N%

0%

92%

87%

Pengadaan alat

peraga/pelatihan |-

Genre Kit

Rp398.688.000

Rp142.120.000

Rp901.718.000

Rp391.703.740

Rpl13.990.000

Rp851.447.000

98%

80%

94%

Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja

Kegiatan :

Sosalisasi

Kesehatan
Reproduksi
Remaja

Rp20.000.000

Rp20.000.000

Rp9.000.000

Rp!5.000.000

Rp20.000.000

Rp20.000.000

Rp9.000.000

Rp15.000.000

100%

100%

100%

100%




No

Program /
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

017

2018]

2019

00 201

2017

W18

019

2020

2021

2017

2018

2019

2020)

2021

Program
Pelayanan
Konfrasepsi

Kegiatan :

Pelayanan
pemasangan
kontrasepsi KB

Rp24.000.000

Rpl0.000.000

Rp9.000.000

Rp24.000.000

Ro8 000,000

Rp3.000.000

100%

80%

3

pelayanan KB

Binbran ek |

Rp12.000.000

Rp4.800.000

Rpl2.000.000

Rpd. 800,000

100%

100

4

Program
Pembinaan
|peran serta
masyarakat
dalam pelayana
}KB:’[{R yang

mandiri

'W




No

Program/
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

2017

2018|

2019

2020

2021

2017

2018|

2019

2020

2021

2017,

2018

2019]

2020]

2021

Kegiatan :

Fasiltasi
pembentukan
kelompok
masyarakat peduli
KB

Rp20.000.000

Rp10.000.000

Rp9.000.000

Rp2.188.000

Rp20.000,000

Rp10.000.000

Rp9.000.000

Rp2.188.000

100%

100%

100%

100%

Pembinaan
PPKBD

Rp249.600.000

Rp130.000.000

Rp130.000.000

Rp153.712.000

Rp249.600.000

Rp129.945.000

Rp129.740.000

Rpl51.912.000

100%

100%

100%

99%

Pembmaan
UPPKS

Rpl0.250.000

Rp6.000.000

Rp6.000.000

Rp10219.000

Rp6,000.000

Rp6.000.000

100%

100%

100%

Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga

Kegiatan :

Pelathan tenaga
pendamping
kelompok bina
keharga di

kecamatan

Rp20.000.000

Rp15.250,000

Rp6.000.000

Rp6.000.000

Rp19.447.000

Rp15.250.000

Rp6.000.000

Rp6.000.000

97%

100%

100%

100%




No

Program /
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

2017

2019

2020|

2021

2018

2019

202

2021

2017)

2018|

2019| 2020

2021

Program
Pelayanan
Adminis trasi
Perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan jasa
komunikast,
sumber daya ar
dan Istrk

Rp34.998.000

Rp33.000.000

Rp3.000.000

Rp39.000.000

Rp14.300.545

Rp27.705.048

Rp30.913 553

Rp36.831.467

41%

84%

9%4%

94%

Penyediaan jasa

pemefharaan dan
i

kendaraan

dmasloperasional

Rp23.140.000

Rp23.718.000

Rp28.000.000

Rp41.000.000

Rp20.950450

Rp23.604.950

Rp20.671.050

Rp23.792,025

91%

100%

T4%

58%

Penyediaan jasa
admmistrasi
keuangan

Rp79.370.000

Rp76.434,000

Rp56.000.000

Rp76.500.000

Rp72.980.000

Rp71.334.000

Rp53.100.000

Rp34.362.500

92%

93%

95%

1%

Penyeduan jasa
kebershan kantor

Rp27.745.000

Rp!76.346.000

Rp141.875.000

Rpl65.656.000

Rp27.745.000

Rp176.346.000

Rp140.327.500

Rp163.982.500

100%

100%

99%

9%

Penyediaan jasa
perbatkan

perakatan kerja

Rp15.600.000

Rp10.000.000

Rp10.000.000

Rp10.000.000

Rpl5.500.000

Rp9.800.000

Rp10.000.000

Rp10.000.000

9%

98%

100%

100%




No

Program/
Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

2017,

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020|

2021

2017

2018|

009 2020,

2021

Penyediaan alat
fulls kantor

Rp25.768.000

Rp24.184.000

Rp19.400.000

Rp20.000.000

Rp25.768.000

Rp23820000  |Rp19.400.000

Rp19.956.200

100%

8%

100%

100%

Penyedian
barang cetakan
dan penggadaan

Rp12.000.000

Rp12.648.000

Rp7.560.000

Rp8.000.000

Rp12.000.000

Rpl2.648.000  [Rp7.556.000

Rp8.000.000

100%

100%

100%

100%

Penyedian
komponen
mstabsi
Istrik/penerangan
bangunan kantor

Rp8 429,000

Rp7.500.000

Rp7500.000

Rp8 000,000

Rp8.429.000

Rp7.500.000 Rp7.500.000

Rp8.000.000

100%

100%

100%

100%

Penyedian
makanan dan
minm

Rp39.550.000

Rp35.000.000

Rp12.600.000

Rpl3.000.000

Rp30.450.000

Rp13506.000  [Rp12.596.200

Rpl2.632.500

%

3%

100%

97%

Rapat-rapat
koordmast dan
konsultasi ke luar
daerah

Rp110.000.000

Rp100.000.000

Rp95.860.000

Rp33.000.000

Rp109.999.028

Rp99.996.992  [Rp89.646.000

Rp34.493.235

100%

100%

94%

99%

Pemyediaan jasa

pengemudi

Rp37.887.000

Rp40.164.000

Rp0

Rp0 Rp37.887.000

Rp40.164.000

100%

100%




No

Program /

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun K -

Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

Kegiatan

217

2018|

2019

2020

2021

2017

2018|

2019

2020

221

2017

2018

2019

2020|

01|

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Kegiatan :

Penggadaan
perakitan gedung
kanior

Rp!2.000.000

Rp19.500.000

Rp6.000.000

Rp11.200.000

Rp19.210.000

RpS.533.000

93%

9%%

2%

Pemeliharaan
rutmberkal
gedung Kantor

Rp79.520.000

Rp30,000.000

Rp18.000.000

Rp!8.000.000

Rp78.795.000

Rp29.500.000

Rp18.000.000

Rp17.800.000

9%

98%

100%

00%

Pemelharaan
rutmberkala
kendaraan
dmasloperasional

Rp174.000.000

Rp125.025.000

Rp130.000.000

Rp130.000.000

RpI37679.137

Rp124.143 000

Rp128.615.500

Rp127621.25

%

99%

9%%

08%




Program/ Target Renstra SKPD Tahun Ke - Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke - Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -
Kegiatan 2017 2018 2019 200 2021 2017 2018| 2019 2020 021 0170 2018 2019 020 2021

Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan

Kegiatan :

Fasilitasi upaya
perfindungan
perempuan - Rp14.000.000 . - Rp13.999.800 - - 100%
ferhadap tindak
kekerasan

Pengembangan
sistem
perindngan  {Rp15.000.000  |Rp5.000.000 Rp3.000.000 . Rp15.000.000  |Rp5.000.000 Rp5.000.000 - 100% 100% 100%

unfuk buruh
Inﬁgan perempuan

|Prugmm
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaa
n Gender dan
Anak




No ngmm;

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

Kegiatan

2017

2018,

2019

2020

2017

2018}

2019)

2020|

2021

2017

201

2019|

2020

2021

Kegiatan :

Pengembangan
pusat pelayanan
Lterpadu
pemberdayaan
perempuan
(P2TP2)

Rp125.000.000

Rp100.000.000

Rp60.000.000

Rp39.840.000

Rp117.660.000

Rp97.675.900

Rp57.370.000

Rp37.575.000

94%

%

94%

Pemetaan potensi
orgamsasi dan
lembaga
masyarakat yang
berperan dalam
pemeberdayaan
perempuan dan
anak

Rp35.000.000

Rp25.000.000

Rp15.000,000

Rp34.460.000

Rp24.999.800

Rp15.000.000

98%

100%

100%

Pengembangan
materi dan
pelaksanaan KIE
tentang kesetaraan|
dan keadilan
gender (KKG)

Rp35.000.000

Rp42.000,000

Rp42.000.000

Rp35.000.000

Rp41.200.000

Rp38.775.000

100%

98%

92%




_ |Program/
N
? IKephatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

17

2018

2019)

A2

021

017

2018

2009

2020]

2021

2017

2018

2019)

200 2021

Peningkatan

Kapastas dan

kekmbagaan
perempuan dan
fanak

Rpd0.000.000

Rp20.000.000

Rp12.000.000

Rp25.000.000

Rp39.616.000

Rp19.597.800

Rp12.000.000

Rp23450.000

99%

9%

100%

94%

Pemberdayaan

knbaga yarg
berbass gender

Rp63.000.000

RpS30.000.000

RpS0.000.000

RpS52.000.000

Rp6d. 168,000

Rpd9.970.00

RpS0.000.000

Rpd8 112,500

99%

100%

100%

93%

Pembentukan
Desa/Kelurahan
Ramah Anak

Rpd

Rp25.000.000

Rp15.000.000

Rpl.515.000

Rpl

Rp24.384.900

Rp!3450.000

Rpl.515.000

#DIVI0!

9%

90%

100%

Rakor KLA

Rp9.000.000

Rp13.000.000

Rp8. 150,000

Rp.280.000

91%

%




Program /
N
i Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun Ke -

Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -

(apaian Renstra SKPD Tahun Ke -

017

2018

2019

2020)

221

2017

2018|

2019]

2020

2021

2017

2018|

2019

2020

021

Optimalisasi
Forum Anak

Rp24.000.000

Rp17.935,000

Rp23 375,000

Rp16.735.000

97%

9%

Percepatan

Anak

Kabupaten Layak |-

Rp75.000.000

Rp35 882,000

Rp69.025.000

Rp30.587.000

2%

91%

Program
Peningkatan
peren serta dan
Kesetaraan
Gender dalam

Pembangunan

Kegiatan ;

Kegatan
pembinaan
0rganisasi
perempuan

Rp20.000.000

Rp10.000.000

Rp6.000.000

Rp10.000.000

Rp19.865.000

Rp10.000.000

Rp6.000.000

Rp10.000.000

%%

100%

100%

100%

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, anggaran rencana program dan kegiatan Dinas PPKBPPPA hampir seluruhnya tercapai. Realisasi anggaran tersebut dari setiap
tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan dalam perencanaan awal Renstra.




Tabel 2.6.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Sragen Renstra Tahun 2016-2021
Indikator Kinerja Anggaran (Indikator Proram)

Target Renstra SKPD Tahun Ke - Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke - Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -

No Indikator Program

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga eksckutif 4818 48.50 4891 49,04 4922 50.55 50.55 43.89 5394 105% 104% 90% 110%

2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif 111 10,00 11,00 12,00 13.00 889 399 8 88 8.80 R0% 89% 81% 73%
Persentase PD yang telah menyusun program/kegiatan responsif gender dan

3| anak 214 268 | 304 | 37 | o0 | a0 | 480 s 60.0 215% 172% 101% | 168%

4 Persentase kelembagaan PUG vang aktif 197 246 27.9 29,5 328 250 3772 60.78 29,5 127% 153% 218% 100,0

5 Rasio KDRT 43 4.2 4.1 4 3.900 0.0025 0.0025 0.0033 0,720 1999 199.9 199.9 182,0

6 Rasio KDRT Perempuan 0.60 0,50 0,50 043 032 0.0003 0.0027 0.003 0,00230 0% 1% 1% 1%

7 1 ¢ ! » 1 95 @
Rasio KDRT Anak 0,003 0,002 0,002 0.m7 0.011 0,002 0,002 0,00030 0,00130 67% 100%% 15% 8%
Cakupan korban perempuan dan anak kekerasan yang mendapat pelavanan P ; 7 ;

8 1 sensndien . 80 70 60 4 s it 85,00 100 112% 125% 121% 167%

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I | Cakupan Peserta KB Aktif 59 60 61 62 6 80,61 7327 7393 76 137% 122% 121% 122%

2 Persentase SMA/SMEK/MA vang memiliki kelompok PIK Remaja 2 2 10 2 3 2,00 200 8.00 10 100% 1002 80% 520%

3 Rasio Akseptor KB Baru 16 15 14 12 1 36.62 23.47 34.45 78 229% 556% 246% 652%

4 Per desa/kelurahan vang iliki kelompok tribina aktif 483 486 698 1 | 480.00 510,00 693 3 99% 105% 99% 320%
Rasio Petugas lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana - ' 0, i i

° | (PKLBPKB) | ! ! I , swon | oo - ! 5800% 26% 26% 100%

Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kinerja program Dinas PPK BPPPA hampir seluruhnya tercapai. Indikator program dari setiap tahun capaiannya hampir mencapai yang diharapkan
dalam perencanaan awal. Indikator program ini menunjukkan kinerja Dinas PPKBPPPA dalam menyediakan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Undang- undang maupun Peraturan

Menteri Dalam Negeri tercapai dengan cukup baik.
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2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, akan selalu menghadapai

tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pelayanan. Tantangan dan peluang

yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah

pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Pengukapan dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
terhambat akan faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkapkan
kejahatan yang terjadi didalam keluarga.

Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak yang semakin maju seiring
dengan kemudahannya menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari
pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan

Adanya budaya, stigma tentang usia pernikahan di masyarakat yang menyebabkan
pernikahan usia dini.

Kebutuhan akan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi maka angka kelahiran
menjadi masih tinggi sehingga sulit mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan KB salah satu diantaranya
pelaksanaan program KB yang hanya bergantung pada wanita dikarenakan kurang
pemahamannya tentang KB Pria.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada

lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus

2)

3)

4)

6)

perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus
terkait perempuan dan anak

Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Adanya dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus bidang KB setiap tahun dari pusat.
Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program KB dan KS serta
kesehatan reproduksi.

Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga

berencana untuk meningkatkan pemeberdayaan dan ketahanan keluarga.

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026



BAB 111 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A.

Permasalahan Kesekretariat

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah.

3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat
daerah.

Permasalahan Kebijakan Teknis Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1) Belum optimalnya penanganan KDRT;

2) Masih perlunya peningkatan Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak;

3) Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

Permasalahan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

1) Masih kurangnya kader penyuluh KB untuk 208 desa;

2) Masih kurang optimalnya edukasi reproduksi untuk kalangan remaja dan masih
banyak pernikahan usia muda.

3) Kurangnya Minat KB Pria MOP

Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi :

Visi Kabupaten Sragen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : “Menuju Kabupaten Sragen

Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

Misi :

Misi pembangunan Kabupaten Sragen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026
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2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif,
Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;

3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan;

4) Menangani Kemiskinan, Memperluas Kesempatan Kerja;

5) Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan serta Berwawasan

Lingkungan Dengan Semangat Gotong Royong.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan pembangunan urusan
1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 2) Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendukung pencapaian di Misi 1 yakni
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Uraian misi ke 1 yakni : Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani,
dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas

keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra

A. Tujuan dan sasaran strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024
Tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak antara lain:
Tujuan :
1) Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia

Ramah Perempuan dan Layak Anak

2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran :

1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan,
Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan
Indonesi Ramah Perempuan dan Layak Anak.

2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Tujuan :

1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan
bahagia.

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026
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3.4.

3.5.

2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus

demograi yang bermanfaat bagi pembangunan.
Sasaran :

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai
2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.

2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern
Contraceptive Prevalence Rate(mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan
ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.

3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada
tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.

4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age
SpeciicFertilityRatio(ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran
pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57pada tahun
2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.

6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020
dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Berdasarkan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN, hal ini sejalan dengan arah
kebijakan pembangunan bidang urusan 1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Renstra
Tahun 2021-2026 Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen.

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB PPPA tidak
berimplikasi terhadap lingkungan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan karena berdampak secara signifikan di masa yang akan datang. Penentuan
isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode
Focussed Group Discussion (FGD). Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses
pembangunan di bidang urusan 1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026
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1. Kurang memahaminya tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender bagi

pemangku kepentingan;

2. Tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3. Tingginya kasus pernikahan usia anak;

4. Kurangnya minat terhadap KB Pria MOP (Metode Operasi Pria).

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Dukung
(1) ) 3) “4) (5)
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 | Kurang memahaminya | Masih terbatasnya Pengarusutamaan | Prosentase pemangku
tentang konsep gender | jumlah pemangku gender dianggap | kepentingan dan
dan pengarusutamaan | kepentingan yang kurang dan masyarakat yang
gender bagi pemangku | faham tentang bahkan tidak mengikuti
kepentingan Pengarusutamaan penting sosialisasi,bintek

Gender tentang PUG (2019) 20
%

2 | Tingginya jumlah Masih kurangnya Tingkat Survey Pengalaman
kekerasan terhadap kesetaraan dan kesejahteraan Hidup Perempuan
perempuan dan anak | keadilan gender , keluarga yang Nasional Tahun 2016

masih kurangnya masih rendah / kekerasan yang dialami
pemahaman keluarga kurang | perempuan usia 12 -64
masyarakat tentang | mampu karena tahun, Pembatasan
Undang - Undang faktor ekonomi aktifitas 42,3% ,
Penghapusan kekerasan ekonomi
Kekerasan Dalam 24.5 %, Emosional /
Rumah Tangga ( psikis 20,5%, Fisik
PKDRT) dan 12,3% dan seksual 10,6
kurangnya kesadaran %

masyarakat untuk

melaporkan korban

kekerasan karena

dianggap tabu.

3 | Tingginya kasus Kurangnya Pemahaman dan | Data pernikahan anak

pernikahan usia anak | pemahaman dan kesadaran per Mei 2021 sebanyak
kesadaran pemangku | pemangku 79 anak (16 putra, 63
kepentingan, dunia | kepentingan, putri)
usaha, keluarga dan | dunia usaha,
juga masyarakat keluarga dan juga
tentang pemenuhan | masyarakat
hak anak dan tentang
perlindungan anak pemenuhan hak
anak dan
perlindungan
anak masih
kurang

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026
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jawab wanita

| No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Dukung
(1) @) 3) “4 (%)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 | Kurangnya minat - Kurangnya - Dari sisi Agama | Angka Cakupan KB
terhadap KB Pria pemahaman tentang | belum Pria Tahun 2020
MOP (Metode KB Pria mengoptimalkan | sebanyak 0 orang
Operasi Pria) - Beban program KB | Program KB
lebih banyak - Dari lingkungan
bergantung pada budaya KB masih
wanita menjadi tanggung
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sehingga rumusannya menampilkan kondisi yang
ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang ingin diraik Dinas
PPKBPPPA adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah
penduduk;
2. Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak;

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terkendalinya jumlah penduduk;
2. Meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA

No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan / Sasasaran
Tupuan/Sasatan 5555 1 2023 | 2004, | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) ©)
1. | Mewujudkan | Terkendalinya | Indikator 0,13 0,11 0,09 0,06 0,05
keluarga yang | jumlah Tujuan :
berkualitas penduduk Laju
dengan Pertumbuhan
pengendalian Penduduk
jumla'h (LPP)
penduduk Indikator
Sasaran : 2,10 | 210 | 210 | 2,00 | 210
Total Fertility
Rate (TFR)
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No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan / Sasasaran
Tujuan/Sasaran [—5557 12023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) ) 3) 4) (3) (6) (7 (8) €]
2. | Meningkatkan | Meningkatnya | Indikator
pengarusutam | kualitas Tujuan :
aan gender keluarga Indeks 91,82 9192 | 92,02 92,12 9222
serta melalui Pembangunan
perlindungan | pemberdayaan | Gender (IPG)
anak perempuan Indikator
dan Sasaran :
perlindungan - Angka 77.94 78,14 78,34 78.54 78,74
anak harapan '
hidup
perempuan
- Rata-rata 7,33 153 7,73 7.93 8.13
lama
sekolah
perempuan
- Pengeluara | 11.633. | 11.807. | 11.984. | 12.164. | 12.347.
n 301/tah | 801/tah | 918/tah | 692/tah | 162/tah
perkapita un un un un un
perempua
- Predikat KLA KLA KLA KLA KLA
Kabupaten | Predika | Predika | Predika | Predika | Predika
Layak t t t t t
Anak Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya
3. | Meningkatkan | Meningkatnya | Predikat BB BB BB BB BB
ot | s | Kneis |0 000 7040 0020 0060
kinerja kinerja SAKIP
perangkat perangkat Perangkat
daera daerah Daerah
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PPKBPPPA merupakan
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan atau ide, perencanaan, dan
pelaporan sebuah aktivitas kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Strategi yang
ditetapkan Dinas PPPKBPPPA antara lain sebagai berikut :

1) Penguatnya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk.

2) Melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
dengan menggunakan analisis GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender
Budget Statement;

3) Mengoptimalkan kualitas pemenuhan dan perlindungan anak.

Arah kebijakan yang perpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh Dinas PPPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
adalah sebagai berikut :

1) Membuat sistem informasi keluarga yang terintergrasi;
2) Meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana;

3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan yang berfokus pada segmentasi

sasaran;

4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratifsesuai
siklus hidup;

5) Menguatkan pembentukan karakter di keluarga;

6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dan kesertaan gender;

7) Mewujudkan kabupaten layak anak.
Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan
Semangat Gotong Royong
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
Mewujudkan 1. Terkendalinya Penguatnya ;
keluarga yang jumlah pemanduan dan o AV S
berkualitas dengan penduduk sinkronisasi informasi keluarga
pengendalian kebijakan penduduk. terint "
jumlah penduduk yang fennicrgrast,

. Meningkatkan
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VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan
Semangat Gotong Royong
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
advokasi dan

penggerakan

program bangga

kencana;

3. Meningkatkan
akses dan kualitas
penyelenggaraan
keluarga
berencana dan
kesehatan
reproduksi yang
komprehensif
berbasis
kewilayahan yang
berfokus pada
segmentasi
sasaran;

4. Meningkatkan
ketahanan dan
kesejahteraan

keluarga yang

holistik dan
integratifsesuai
siklus hidup;
5. Menguatkan
pembentukan
karakter di
keluarga;
Meningkatkan Meningkatnya 1. Melalui 1. Mewujudkan
pengarusutamaan kualitas keluarga penyusunan kesejahteraan
gender serta melalui perencanaan masyarakat secara
perlindungan anak | pemberdayaan penganggaran adil dan merata
perempuan dan responsif gender dan kesertaan
perlindungan anak (PPRG) dengan gender.

menggunakan
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VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan
Semangat Gotong Royong

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan

Sasaran

Strategis

Arah Kebijakan

analysis GAP
(Gender Analysis
Pathway) dan
GBS (Gender
Budget
Statement).

. Mengoptimalkan

kualitas
pemenuhan dan
perlindungan
anak

2. Mewujudkan

Kabupaten Layak
Anak
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Sebagai bentuk perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan, maka ditetapkan sejumlah program diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
kegiatan :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan
kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
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- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan
dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota

- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Perempuan
dengan kegiatan :
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /
Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Terdiri Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan

Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
dengan kegiatan :
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :
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- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak
dengan kegiatan :

1.

3

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdir1 Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Penduduk
dengan kegiatan :

L

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

Terdiri Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri Sub kegiatan :

- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
dengan kegiatan :
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1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Terdiri Sub kegiatan :
- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan
Budaya Lokal

- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang

- Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai
Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan
Mini Lokakarya (Minilok)

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

- Pengendalian Program KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Terdiri Sub kegiatan :

- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri Sub kegiatan :

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKIJP)

- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

Terdiri Sub kegiatan :

- Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
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8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Terdiri Sub kegiatan :

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Terdiri Sub kegiatan :

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaraka.tan
dalam POengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS.

Dalam penetapan rencana program, kegiatan dan subkegiatan

serta pendanaan yang disusun bersifat indikatif (mengandung

indikasi), melihat pembangunan lima tahunan tidak akan berjalan
statis (tetap), dan akan selalu mengalami perubahan seiring
berkembangnya permasalahan dalam pembangunan. Rincian
program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja dan
pendanaan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :
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Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator
Sasaran

Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun
Awal

Perencanaan

Target Kinerja Prog

dan K

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

akhir

Renstra

Kondisi Kinerja pada
periode

202
o

targe
t Rp

Rp taime

targe Rp

targe
t Rp

Unit Kerja SKPD
Penanggungjawa

Sumbe
r Dana

@)

@)

(3)

(4)

(O]

(0 (11)

pengarusiutamaa
n gender serta
perlindungan
anak

kualitas
keluarga
melalui
pemberdayaa
n perempuan
dan
perdindungan
anak

Angha
Harapan
Hidup
Perempuan

Rata-rata
lama
seholah
perempuan

PEREMPUAN

9% ARG pada
langsung
APBD

3

(®)
2

(13 (14)

(15)

190.000.00 3
o

215.000.00

(16) (a7

(18) (19)

33 240,000.00
0

35 265,000.00
0

100

(22)

(23)

(29)

100

Dinas PPKBPPPA

Kab,
Sragen

Pengeiuara
n perkapital
perempuan

08

[i7] 201

Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga

Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota

N/A

75 65,186,100

75.000,000 85

85.000.000

95 105.000.00

Predikat
Kabupaten
Layak Anak

[i] 201

01

Koordinasi dan
Sinkronisas
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG

Jumlah
Dokumen Hasill
Koordinasi dan
Sinkronisas:
Perumusan
Kebijakan
Pengarustamaa
n Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

Dokumen

NfA

N/A

1 10.000.000

15.000.000 1

20.000,000

1 25.000.000

1 30.000.000

30.000.000

02 2,01

Sosialisasl kebijakan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mengikuti
Sosialisasi
Kebijakan
Pelaksanaan
Pengarustamaa
n Gender (PUG)
Termasuk
Perencaan
Pembangunan
Responsif
Gender

(PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

Perangka
t Daerah

NJA

25 55.186.100

25

60.000,000 25

65.000.000

25 70.000.000

25 75,000,000

25

75.000.000

Cau




Target Kinerja Program dan Pend Sumbe
r Dana
Data Capalan Kondisi Kinerja pada
Indikator s akhir periode
Indikato Kinerja Renstra SKPD Unjt Kerja
P Ki Sub - Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 SKPD ;
TujuanPD | SasaranPD r Kode gram, Keg Program, Satuan Kolonat
Sasaran Keglatan Kegiatan, Sub MW'
Kegiatan
2020 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) ) (4) 5) (6} @ (8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) “7) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
02 (202 Pemberdayaan Rasio % N/A N/A 25 o 30 20.000.00 s 24,000,000 40 28.000,000 45 32.000.000 45 32.000.00
Perempuan Bidang Perempuan di 0 9
Politik, Hukum, Sosial, Legislatif
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan Rasio = % N/A N/A 70 0 75 75 75 80 80
Perempuan
Kabupaten/Kota Eksekutif
02 (202 |01 | Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen N/A N/A N/A 0 1 10.000.000 1 12.000.000 1 14.000.000 1 16.000.000 1 16.000.000 DAU
Partisipasi Perempuan di Dokumen Hasil
Bidang Politik, Hukum, Sosial Sosialisas|
dan Ekonomi Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di
Bidang Politik,
Hukum, Sos:al
dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
0z | 2.02 |02 Advokasi Kebtjakan dan Jumlah Organisasi NiA NiA N/A 4] 7 10.000.000 7 12.000.000 7 14.000.000 27 16.000.000 o 16.000.000 Dal
Pendampingan Peningh Org
Partisipasi Perempuan dan Masyarakat
Politik, Hukum, Sosal dan yang Mendapat
Ekonomi Advokasi dan
Pendampingan
Kebijakan
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan d|
Bidang Politik,
Hukurm, Sosial
dan Ekonami
Kewenangan
Kabupaten/Kota
0z |2.03 Penguatan dan Rasio KDRT k] 0,720 3,900 3,80 86.999.40 3,70 95.000.00 3,60 106.000.00 3,50 117.000.00 3,40 128.000.00 3,40 128.000.0
Pengembangan Lambaga o U] o o ] o0
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Parempuan Kewenangan
Kabupaten / Kota
02 (2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Jumiah Lembaga N/ N/A 10 39.999.750 10 43.000.000 10 46.000.000 10 49,000.000 10 52.000.000 10 52.000.000 DAY
Pendampingan Kepada Lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Penyedia
F‘u-nbemavaal; Perempuan Layanan
Kota Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
yang Mendapat
Advokas| dan
Pendampingan




Tujuan PD

Indikator
Kinerja

Kegiatan, Sub
Kegiatan

Target Kinerja Prog

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

Kondis! Kinerja pada
akhir periode Ranstra
SKPD

target

target Rp

rDana

(8]

@

(3)

(4

()

(8)

9)

(10) (11)

(12)

(14)

s)

@ | a”n

(18) (19)

(20) (21)

(22)

(23)

(24)

02

2,03

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan

Jumiah sumbes
Daya Lembaga
Penyedia

Layanan

Pemberdayaan Perempuan
¥, gan Kabup /

Kota

Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
yang Mendapat
Peringkatan
Kapasitas

20

30 4.999.950

30

7.000.000

30

10.000.000

30 13.000,00
0

30 16.000.000

30 16.000.000

03

Pengembangan
K; ikasi i dan

Jumlah Dokumen

Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
yang Tersedia

WA

40 41.999.700

03

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Rasio KDRT
Perempuan

0,31

Cakupan
korban
kekarasan
perempuan

yang
mendapat
pelayanan

wo

201

pengaduan
(angka)
e

Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota

88

0,033

40

65.000.000

45.000.000

40 55.000.00

40 60.000.000

40 60.000.000

226.489.000

0,29

246,489.000

0,28

0,27

100

100

105.000.0

0,038 | 105.000.000

we

2.01

01

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan,

Program dan Kegiatan
P

Jumilah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi

Terhadap f

Lingkup Daerah lr(abupahen
{ Kota

Program dan
Kegiatan

Terhadap
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen

N/A

NiA

3 59.999.750

64.999.750

69.999.750

3 74.993.75
4]

3 79.999.750

3 79.999.750




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sumber

Dana
Data Capaian fisi Kinerja pada
WAL T B - akhir periode Renstra
Program, Kinerja Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 cefiind Unit Kerja SKPD
Tujuan PD sasaranpp | Indikator Kode Kegiatan, Sub | Program, Satuan i o Penanggungjew | Lokasi
Kegiatan Megiatan, Sub ab
Kegiatan
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (&3]} @) (O]} (s) (6) ) (8) @ | o) (¢854 (12) (13) (14) (15) (16) (17 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
2 LER ) L Advokasi Jumiah Perangkat N/A N/A 20 5.000.250 20 10.000.250 20 15.000.250 20 20.000.250 20 25.000.250 0 25.000.250 DAU
Kebijakan dan P k Daerah
Pendampingan Daerah yang
Layanan Mendapat
Perlindungan Advokasi dan
;:emnrangan l-mnan
; ! Perfind
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 0| am yed Cakup % N/A N/A 10 100.000.000 10 105.000.000 10 110.000.000 10 115.000.000 10 120.000.000 10 120.000.000
Layanan korban
Lanjutan bagi yang dirujuk
Perempuan
Korban
Kekerasan yang
Memeriukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
] R ECE Koordinasi dan Jumlah Layanan N/A N/A T 100.000.000 1 105.000.000 1 110,000,000 1 115,000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 DAK
Sinkronisasi Layanan Tindak
Pelaksanaan Lanjut
Lavz';nan Rujukan \fana
Lanjutan bagi Memeriukan
Perempuan Koordinas: dan
Korban Kekerasan Sinkronisasi
Kewenangan bagi
Kabupaten/Kota Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 0 |20 guatandan | Yo N/A | N/A | 15 | 41.489000 | 15 | 46.489.000 | 15 | 51.489.000 | 15 | 56.489.000 | 15 | 61.489.000 | 15 | 61,489.000
P b petugas yang
Lembaga telah dilatih
I..nrl'mn Iu-u-'
Perlindungan kekerasan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
7 o3 | 203 |02 | Peningkatan Jumlah sumber | Grang | N/A | N/A | 20 41.489.000 20 6.989.000 20 51.489.000 20 56.489,000 20 51.489.000 20 51,469,000 DAK |
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Daya Lembaga Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia
Penanganan bagi Layanan
Perempuan Penanganan
Korban Kekerasan bagi
KabupatenfKots | Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
yang Mendapat
Peningkatan
Kapasitas




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sumb

er
Dana
Data Capaian Kinerja pada
m ndaTemn akhir periode Renstra ke
Program, . ! Tahun 2026 D SKPD | Lokas
Tujuan PD Sasaran PD Mllﬂ:r Kode Kegi Sub Program, Satian Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 n = 5
Kegiatan sulhglltlll, ungjawa
Kegiatan b
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1) @) 3 (4) (5) (6) @ (®) [C)] (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
] PROGRAM Peningkatan % 40 50 55 92.999.700 60 100.000.000 65 105.000.000 70 110.000.00 75 112.000.000 75 112.000.000
PEMENUHAN kapasitas 0
HAK ANAK (PHA) Jembaga
dalam
partisipasi
pemenuhan
hak dan
perlindungan
anak
Persentase % 18 24 30 40 50 60 70 70
cakupan
pendampinga
p forum anak
06 |2.01 Pelembag r % 38,46 | 3846 | 40,29 7.999.800 41,35 12,000,000 42,79 13.000.000 44,23 15.000.000 | 45,67 16,000,000 45,67 16.000,000
Anak pada DEKELA dalam
E b
Pemerintah, Non Hak Anak
pemerintah dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 [2.01 | 01 Advokasi Kebijakan  Jumilah Crganisasi N/A NfA N/A 0 1 4,000,000 1 4,000,000 1 5.000.000 1 £&,000.000 1 6.,000.000 Dau
dan Pendampingan  [Drganisasi
Pemenuhan Hak Pemerintah, Non
Anak pada Pemerintah,
Lembaga Media dan Dunia
Pemenintah, Non l'saha yang
Pemerintah, Media Mendapat
dan Dunja Usaha vakasi
Kewenangan Kebijakan dan
Ki fKota i
Pemenuhan Hak
#inak pada
Drganisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah,
Media dan Dunia
Wsaha
06 |2.01 a2 Koordinas: dan Jumiah Dokumen Nf& N/A 1 7.999.800,00 1 8.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 1 10,000,000 1 10.000.000 DAU
o) Dok
Pelembagaan Hasil
P han Hak i
Anak Kewenangan dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan
Hak Anak
Kewsnangan
Kabupaten/Ko
ta




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator P!dmun mmm Kinerja pada
Tujuan?D | Sasaranpp | ndikator Kode Kt || rop Satuan | Perencanasn Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 i UnitKerja SKPD |y | Sumber
ran Penanggungjawab Dana
Kegiatan Kegiatan, Sub
Kegiatan
2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
) (2) 3 (4) (5) 6 @ (8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18} (19) (20) (21) (22) (23) (24)
06 | 2.02 : : dan :" ‘ L %o 66 66 70 84,999,900 75 #8,000.000 80 92,000,000 90 95.000.000 95 96.000.000 95 96.000.000
Lembags o
Layanan kualitas
Peningkatan hidup anak
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 | 202 | D1 Penyediaan Jumiah Anak Orang NfA N/A N/A ] 25 3.000.000 25 4.000.000 25 4.000.000 5 5.000.000 25 5.000.000 DAU
Layanan yang
Kualitas Hidup Layanan
Anak Kewenangan | Peningkatan
Kabupaten/Kota Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 .02 02 Koordinasi dan Jumilah Dokumen N/A N/ 3 49,999.950 3 50.000.000 3 51.000.000 3 52.000.000 3 52.000.000 3 52.000.000 DAU
Sinkranisasi Dokumen Hasil
& ] Koordinasi dan
Kualitas Hidup Peningkatan
Anak Tingkat Kualitas Hidup
Daerah Anak
Kabupaten/Kota g
Kabupaten/Kota
06 | 202 | 03 | Pengembangan Jumiah Dokumen | N/A NfA 3 14.999.950 3 15.000.000 3 16.000.000 3 17.000.000 3 17.000.000 3 17.000.000 DAL
Komunikasi Dokumen
Informast dan Komunikasi
Edukasi Informasi dan
Pemenuhan Hak Edukasi (KIE)
Anak bagi Pernenuhan
Lembaga Penyedia | Hak Anak bagi
Layanan Lembaga
Peningkatan Penyedia
Kualitas Hidup Layanan
Anak Tingkat Peningkatan
Daerah Kualitas Hidup
Kabupaten/Kota Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 | 2.02 | 04 | Penguatan Jumiah Dokumen | N/A /A 3 20.000.000 3 20.000.000 3 21.000.000 E] 22.000.000 3 22,000,000 3 22.000.000 DAU
Jejaring antar Dokumen Hasil
Lembaga Penyedia Penguatan
layanan Jejaring Antar
Peningkatan Lembaga
Kualitas Hidup Penyedia
Anak Tingkat Layanan
Daerah Peningkatan
Kabupaten/Kota Kualitas
Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Target Kinerja Program dan Kerangka Pend ?ub'::
Data Capalan Kondisi Kinerja pada Unit
=% I'MM Pada Tahun Awal akhir e Kerja
TujuanPD | Sasaranpp | Indikator Kode Kegiatan, Sub | Program, Satuan 2 i Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pt L~
latan Kegiatan, Sub ngja
Kegiatan ol
2020 2021 targeat Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
23
) @ 3 (4 () (s) @ (8) (6] (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18) (19) (20) (21) (22) (, (24)
o7 PROGRAM Rasio KDRT % 0,00130 0,011 0,010 260,311,000 0,009 273.311.000 0,008 288.311.000 0,007 285,311.000 0,006 287.311.000 0,006 287.311.000
PERLINDUNGAN| Anak
KHUSUS ANAK
L 201 Pencegahan Cakupan % 0,033 0,033 0,034 62,950,000 0,035 66.000.000 0,036 71,000,000 0,037 70.000.000 0,038 71.000.000 0,038 71.000.000
Terhadap Anak ;mw
yang Melibatkan n
para Pihak soslalisasi
Lingkup Daerah | pencegahan
Kabupaten/Kota
terhadap
perempuan
w 2 0 | Koordinasl dan Jumlah Dokumen nfé N/A 1 62.950.000 1 66.000,000 1 71.000.000 1 70.000.000 1 71.000.000 1 71.000.000 DAK
* | Sinkronisasi Dokumen Hasil
Pencegahan K_aordmm dan
terhadap Anak Pencegahan
Kewenangan Kekerasan
Kabupaten/Kota Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
o7 FE) Penyediaan Cakupan k] NfA N/A 10 162.044.000 10 167.311.000 10 172.311.000 10 171.311.000 10 171.311.000 10 171.311.000
Layanan bagi korban anak
Anak yang yang
Memeriukan tardampingi
Perlindungan
Khusus yang
Memeriukan
Keordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
o7 202 @ | Koordinasi dan Jumlah Layanan Layanan 26 24 5 162.044.000 5 167.311.000 5 172.311.000 5 171.311.000 5 171.311.000 5 171.311.000 DAK
2 | Sinkronisasi Tindak Lamjut
Pendampingan 'Ip'ang
Anak yang Memerlukan
Memeriukan Koordinasi dan
;(husus h bagi Anak yang
ok ! Perind
Khusus
Kewenangan
Kabupaten/kota
o 203 P dan % N/A N/A 15 35.317.000 15 40.000.000 15 45.000.000 15 44,000,000 15 45,000,000 15 45,000.000
Pengembangan | petugas yang
Lembaga telah dilatih
i.mua bagi kasus
Anak yang kekerasan
Memeriukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota




Target Kinerja Program dan gha P
Data Capalan e A .
Indikator Pada Tahun Kinerja pada Unit FLann
Tt Program, Kinerja Awal akhir periode Renstra Kerja
Tujuan PD | Sasaran PD iiplinsie Kode Keg Sub | Program, Satuan BaraneRnaRn Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 SKPD SKPD Lokns
Kegiatan Kegiatan, Sub f Penangg
Keglatan ungjawa
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp b
(1) @) (&) (%) (s) ®) (6] (8) (&) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (7) (18) (19) {20) (21) (22) {23) (24)
0B 07 | 203 02 Koordinasi dan Jumiah Dokumen N/A N/A 1 35.317.000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 44,000.000 1 45,000.000 1 45,000,000 ~ DAK |
Sinkranisasi Dokumen Hasil
Peningkatan Koordinasi dan
Kapasitas Sumber Sinkronisasi
Daya Lembaga Peningkatan
Penyedia Layanan Kapasitas
Anak yang Sumber Daya
Memeriukan
Perlindungan Penyedia
Khusus Tingkat Layanan Anak
Daerah yang
Kabupaten/Kota B ush
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Mewujudkan Terkendalinya Laju 14 2 PROGRAM Anglka % 7491 | 6435 | 64,76 283.580.000 65,17 150.000.000 65,7 205.000.000 | 66,36 210.000.00 | 67,02 220.000.0 A 220.000
keluarga yang | jumlah Pertumbuhan PENGENDALIAN Prevalensi o 00 e e pp[:(lg:);p :MD&
berkuall uduk f PENDUDUK Kontrasepsi A Sragen
dengan Modern
pengendalian (mCPR)
jumlah
penduduk
14 2 2.0 Pemaduan dan Persentass % N/A N/A N/A 1] 75 50.000.000 80 100.000.000 90 100,000.00 100 100. X
Sinkronisasi keterlibatan o c:m' ? i HH0000
Kebijakan stackholder
Pemerintah dalam
Daerah Provinsi pemaduan
dengan dan
Daerah kebfjakan
Kabupaten/Kota | pemerintah
dalam rgn.glu daerah
Kuantitas dengan
Penduduk pemerintah
daerah
kabupaten/k
ota dalam
rangka
pengendalian
ntitas
penduduk
14 2 2.01 (i} Penyusunan dan Jumiah Dokumen NfA NfA N/A 0 4 50,000,000 3 100.000.000 3 100.000.00 3 100.000.0 100,000,000 DAy
Pemanfaatan Dokumen ] 00
Grand Desgn Penyusunan
Pembangunan dan
K il By -
{GDPK) Tingkat Grand Design
Kependudukan
[GDPK) Tinghkat
Kabupaten/Kota
14 F] 2.00 Pemetaan Persentase % N/A 60 42,8 283,580.000 42,8 100.000.000 53,5 105.000.000 s 110.000.00 64,2 120.000.0 64,2 120.000.000
m“ cakupan /] 00
Penduduk Pengendalian
Cakupan Daerah | Penduduk
Kabupaten,Kota




Target Kinerja Program dan gk d Sumber
Data Capal um
gl Kondisi Kinerja pada B
Indikator Awal akhir periode Renstra
Tujuan | Sasaran | Indikator findi ::'“'::: Kinerja Stk Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 SKPD Unit Kerja SKPD
D PD Sasaran e | e Penanggungjawab | Lokasi
n, Sub
Keglatan 2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2 3 @) ()] (6) (&) (8} [ (10) (11) (12) (13} (14) (15) (16) 17) (18) (19) (20) (21) 22) {23) (24)
14 2 2.02 0z Penyediaan Jumlzh Dokumen N/A /A 1 20.000.000 1 a 1 1] 1 4] 1 1] 1 0 DAU
dan Dokumen
Pengalzhan Penyediaan dan
Data Pengolah Data
14 2 2.02 11 Penyediaan Jumiah Data Dokumen NIA LTEY 4 107.580.000 5 B5.000.000 5 90,000,000 5 95.000.000 5 100.000.000 5 100,000,000 DAU/DAK
Data dan dan Informasi : i
Informas: Keluarga yang
Keluarga Tersedianya
14 2 2,02 13 Pengolahan Jumnlah Dokumen M/A N/A B 156.000.000 12 15.000.000 12 15,000,000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.,000.000 DAK
dan Pelaporan Dokumen
Data Pengolzhan dan
Pengendalian Pelaporan Data
Lapangan dan Pengendalian
Pelayanan KB Lapangan dan
Pelayanan KB
14 03 PROGRAM Angka L 36,5 37,62 26,70 4,586.669,200 26,80 5.779.000.000 26,85 5.835.000.000 27,20 5.891.000.000 27,20 5.947.000.000 27,20 5.947.000.000
PEMBINAAN kesertaan KB
KELUARGA Miap
BERENCANA
(KB)
14 03 2.01 F Terlak % 100 100 100 1.272.014.600 100 1.983.000.000 100 1.008.000.000 100 2.033.000.000 100 2.058.000.000 100 '2.058.000.000
Advokasi, Rapat
Komunikasi, Koordinasi
Informasi BOKB
dan Edukasi
(KIE)
Pengendalian
Penduduk
dan KB
sesuai
Rud; Lokal ¥ B 100 100 100 100 100 100 100 100
v Kecamatan
ya
mendapatkan
media KIE
Terlaksananya Yo 100 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan
Penyuluh
KKBPK di
Balai
Panyuluh




Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sumber
Sciicabor Mol Kondisi Kinerja Unit iy
frogramy | winarje Awal pada akhir periode | Kerja
Tujua | Sasar | Indikator Kode Kegistan, | o ogram, Satiunn | || Peferschnes Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra SKPD SKPD | Loka
nPD | anPD | Sasaran Sub Kegiatan, Sub Penang s
St 202 | 202 oungla
targ targ targ wab
T S Rty i et g et R» et - g " - Sy
) (2) 3 (@) (5) (6) (6] ® | @ (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) 7 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1 0 2.01 0 Advokasi Jumiah Organisasi Organisasi N/A N/A 1 4.375.00 1 5.000.000 1 8.000.00 1 11.000.000 1 14.000.00 1 14.000.00 DAK
4 3 1 Program yang ] 0 o o
KKBPK kepada | Mendapatkan
Stakeholders Advokasi Program
dan Mitra Bangga Kencana
Kerja (Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
kepada
Stakeholders dan
Mitra Kerja
1 0 2.01 0 Komunikasi, Jumiah Dokumen Dokumen N/A N/A 3 25.000.0 3 25.000.000 3 28.000.0 3 31.000.000 3 34.000.00 3 34.000.00 DAK
4 3 2 Informasi dan Komunikasi, oo 00 ] ]
Edukasi (KIE) Informasi dan
Program Edukasi (KIE)
KKBPK sesuai Program Bangga
Kearifan Kencana
Budaya Lokal | (Pembang
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Sesual Kearifan
Budaya
Lokal
1 Q 2.01 0 Penyediaan Jumlah Unit Unit N/A N/A N/A 0 20 70.000.000 20 73.000.00 20 76.000.000 20 79.000.000 20 79.000.000 DAK
4 3 3 dan Distribusi Sarana 1]
Sarana KIE Penyediaan dan
Program Pendistribusian
KKBPK KIE Program
Bangga Kencana
{Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)




3%

(6]

Target Kinerja Pend
e o R S
Sasara Indikator Kegiata oro g Perencanaan p-rlhl:hmm :!:
s Kode Sub Keglat Keglatan, Sub Satuan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 ; SKPD Pkl
Kegiatan Penang
2020 | 2021 | target Rp Seehata| i 8 target ~p target Ao St 5 S = pess
@ & ® ®) © ™ © | ® | @ an ) | @ | a9 1s) ) an 1) 19) (20) @y @2) @3) (24)
2 14 ] 03 | 201 | 04 | Promesidan KIE Jumilah Dokumen Dokumen NfA A 11 75.639.750 3 :
oo KKBPK Melalu {8 KIE i 9. 11 77.000.000 1 80,000,000 11 83,000.000 11 86,000,000 11 86.000.000 :m_
Media Massa Cetak dan Program Bangga AU
Elektronik serta Media Kencana
Luar Ruang {Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga
Berencana) Melalui
Media Massa Cetak
dan Elektronik serta
Media
Luar Ruang
Fl 14 03 | 2.01 05 | Penggunaan Media Jumlah Laporan Laporan NfA NfA 1 4,999.8
Massa Cetak, Elektronik | Hasil Evaluasi ; . ' B0 . RN ! W i 16.000.000 1 18,000,000 DAU
dan Media Lainnya Pragram KKBPK
sesuai Kearifan Budaya
Lokal Dalam Pencitraan
Program KKBPK
514 | 03 | 201 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laparan Laporan NfA N/ 20 312.000.000 ;
e P kb 20 315\%00,00 20 318.000,000 20 321.000.000 20 324,000,000 0 '324.000.000 v
KKBPK melalui Rapat Operasional
Koordinasi Kecamatan Program Bangga
(Rakorcam), Rapat Kencana
Koordinasi Desa (Pembangunan
(Rakordes), dan Mini Keluarga,
Lokakarya {Minilok) Kependudukan, dan
Keluarga
Berancana) Melalui
Rapat Koordinasi
Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Koardinasi Desa
(Rakordes), dan
Mini Lokakarya
(Minikak)
i 14 03 2.01 07 | Pengelolaan Jurniah Laporan Laparan N/A NfA 12 810,000,
B onal can Sarana | Hasi Pengelolaan / 10.000.000 12 L«gbmu 12 1.448,000.000 12 1.451.000.0 12 1.454,000.000 12 1.454.000.000 DAK |
di Balai Penyuluh Operasional dan 00 |
KKEFK Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga
Berencana)
Z 14 03 01 OB | Pengendalian Program Jumiah Laporan Laporan N/A NfA 4 40,000,
i) oy i 000 4 40,000,000 4 43.000.000 q 45,000,000 r 48,000,000 4 49.000.000 TDAK |
Program KKBPK
(I . -




Target Kinerja Program dan Kerangka Pandanaan

Pada Tahun ol
g |
Indikator “Awal Kondisi Kinerja pada akhir ond
; = Unit Dan
‘ujuan | Sasaran | Indikator Xode s o “""':. ia A M s o Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Ranstre SKPD Kerja 3
PD PD Sasaran K i SKPD
Kegiatan Kegla Panan | Lokasi
Sub Kegiatan ggung
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp P
(s 6) 8] 0) 11
2 2 = 14 c::) 2.02 P : K m :Q:z mm 4992“ : 1.1:0.39&( } 700 mm} 1 mmm} 000 ——4{:; —--+-——~—4m ._.Lm a7 (18) (19) (20) (21) (22) (@3 |
T‘““; L Pembliasn . U 1.323.000,000 4992 1.333.000.000 4992 1.343.000.000 4992 1.343.000.000
Panyuluh KADER KB ke
m{hmn.:! masyarakat
(PKB/PLKB)
14 03 2.02 1)1 Pembinaan [MP Jumlzh DOrganisasi N/A N/A 1 129.999.700 1 135.000.000
dan Program Organisasi . 138.000.000 1 141.000.000 1 144.000.000 1 144,000,000 7T
KKBPK di Lini yang Mengikut 4
Lapangan oleh Pembinaan
PKB/PLKB MP dan
Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) di
Linl Lapangan
oleh PKB/PLKB
14 | 03 | 202 | 02 | Penyediaan Jumilah Sarana Unit N/A N/A 4796 9.999.000 4796 15.000.000
Carann Pendukiing 000 47% 19.000.000 4796 23.000.000 4796 27.000.000 4796 27.000.000 DAU
ft Op |
Operasional PKE/PLKB yang
PKE/PLKE Tersedia
14 03 2.0z 7] Panggerakan Jumilah Kader Orang N/A NfA 208 998,400.000 208 1.163.000.000
Vader Tnetitusl yos Margikuts 208 1.166.000.000 208 1.169.000.000 08 1.172.000.000 208 1,172.000.000 DAK |
Pedesaan (IMP) | Kader Insthusi
Masyarakat
Pedesaan
(IMP)
14 | 03 | 203 gendali % NA | NA 83 1.382.755.900 86 1.468,000.000 50
pea e o 1.479,000.000 a4 1.450.000.000 97 1.501.000.000 97 1.501.000.000
Pendistribusian | registrasi
Kebutuhan Alat | Kiinik KB
dan Obat
Kontrasepsi
sarta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah
Kabupaten/Kot
2
14 | 03 | 203 | 01 | Pengendalian Jurmiah Laporan N/A NfA 70 36.000.000 70 45.000.000 70
Pendistribusian | Laporan L n 51.000.000 70 54,000,000 70 54,000,000 T
Alat dan Obat Pengendalian
pei dan N
Sarana Penumang Alat dan Obat
KB ke psi
Fasilitas dan Sarana
Termasuk Peiava‘na; KB
Jaringan dan ke Fasilitas
o Temasuk
Jaringan dan
Jejaringnya




Target Kinerja Program dan gka Pend:
e Data Capalan !l:!i
ikator Pada Tahun
Tujua | Sasara "Sub Mm SKPD Unit Kerja o
s " PD Kode Kegiatan, Program, & Satuan Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 SKPD
Keglatan Kegiatan, Su ’ "
. jawab
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target R
w @ (@) (s) O} (o) ® | ® | ao (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19) (20) a1 an 5
14 | 03 | 2.03 03 | Peningkatan Jumiah Orang Oran N/A NfA 3500 1.320.756.000
Kesertaan yang Mengikuti y a7 3% 1m0 3600 | 1.328.000000 | 3700 | 1.331.000000 | 3800 | 1.334.000.000 3800 1.334.000.000
Penggunaan Metode | Kesertaan 'm
Kontrasepsi Jangka Penggunaan i
Panjang (MKIP) Metode
Kontrasepst
Jangka Panjang
(MKIP)
14 | 03 | 203 | 08 | Pembinaan Jumiah Laporan Laporan NfA A 3 | .000.|
Pl \ " asil Pernbs If N/ 3.000.000 10 65.000.000 10 68.000.000 10 70.000.000 10 71.000.000 10 71.000.000
Berencana dan Pelayanan
Kesehatan Keluarga
Reproduksi di Berencana dan
Fasilitas Kesshatan Kesehatan
Tarmasuk Jarngan Reproduks| di
dan Jejaringnya Fasilitas
Kesehatan
Temasuk
Jaringan dan
Jejaringnya
14 | 03 | 203 | 09 | Promosidan Jumlah Oras Orani N/A A 200 11.999.
Hissbonl N 9 N 950 200 17.000.000 200 16.000.000 200 19,000,000 200 21.000.000 00 21.000.000 DAU
Kesahatan Mendapatian
Reproduksi, serta Promosi dan
Hak-Hak Reproduksi Konseling
di Fasilitas Kesehatan
Kesehatan dan Reproduksi, sarta
Kelompok Kegiatan Hak-Hak
Reproduks! di
Fasilitas
Kesahatan dan
Kelompaok.
Kegiatan
14 03 2.03 10 | Peningkatan Jumiah Tenaga Orang N/A NfA 87 10,999,950
Kompetensi Tenaga | Pelayanan yang 87 16:000,000 87 17.000.000 87 19.000.000 87 21.000.000 87 71.000.000 T
Berencana dan Peningkatan
Kesehatan Kompetensi
Reproduksi Tenaga
Pelayanan
Keluarga
Berencana dan
n
Reproduksi
14 [ 3 | 204 d Pelak Kegiat: 240 240 240 793.500.000 240 0
oot ol vy e T N R B 240 | 1.045.000.00 240 1.045.000.000
Peran serta Pembinaan 0
Organisasi Pokja
Kampung KB,
Tingkat Daerah Lini
dan Tribina di
dalam Kampung KB
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sumb

Data Capalan =
Indikator Pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja Dana
Program, Kinerja Awal periode Renstra SKPD
iy il i i Kode Kegiatan, Sub | Prag Satuan | Porancanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 W"" O u | Lokasi
Kegiatan Kegiatan, Sub s
Kegiatan b
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1) (2) (3 (O] (s) 6) @) 8 ® (10) (11) (12) 13) (19) (15) (18) (17) (18) (19) (20) (21) 22) (23) (24)
14 03 2.04 01 Penguatan Peran Jumnilah Organisasi N/A L /A 0 2 25,000.000 2 30.000.000 2 35.000.000 2 40,000,000 2 40.000.000 Dau
serta Organisasl Organisasi yang
dan Mitra Kerja Penguatan
Lainnya dalam Peran Serta
ey Organi
Pelayanan dan Kemasyarakatan
Pembinaan dan Mitra Kerja
Kesertaan Ber-KB Lainnya dalam
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-
KB
14 03 .04 03 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung N NfA 46 793.500.000 46 990.000.000 46 995,000,000 46 1.000.000.000 46 1.005.000.000 46 1.005.000.000 DAU
Program KKBPK di yang Mengliuti
Kampung KB Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Program Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) di
Kampung KB
14 | 04 PROGRAM Persentsse Yo 100 100 100 4.682.790.900 100 5,112.995.000 100 5,164.125.000 100 5.215.766.000 100 5.267.924.000 100 5.267.924.000
PEMBERDAYAAN | UPPKS yang
DAN mendapatian
PENINGKATAN pembinaan
HELUARGA
SEIHTERA (IGS) I prouatan % 00 | 100 | 100 100 100 100 100 100
Peran PIK-
Remaja
Proyek
Naslonal
dalam Edukas!
Kespro dan
Gizi bagi
Remaja Putri
sebagai Calon
Ibu
4 | o4 | 201 Pelak Pelak Kegiatan NfA N/A 20 4.676.791.000 22 5.105,995.000 25 5.149.125.000 30 5.195.766.000 35 5.242.924.000 35 5.242.924.000
Pembangunan pembinaan
Keluarga pemberdayaan
melalui i
Pembi keluarga di
Ketal dan Ksmpung KB
Kesejahtaraan
Heluarga




Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan S
Indikator Pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Dana
Tujuan | Sasaran | Indikator Kod m'n.;uh Kinsrja Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 perfods Renstra SKPD Unit Kerja SKPD
PD PD Sasaran e actags ok bt Lokasi
Kegiatan Kegiatan, Sub Penanggungjawab
Keglitan 2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1) @ 3 (@) 5) (6) @ (8) (&) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
14 04 20 01 Pembentukan Jumiah Kelompok NfA N/A 1 5.000.000 1 10,000,000 1 18.000.000 1 25,000,
Kelompok Kelompok 000.000 1 35,000,000 1 35.000.000 DAl
Ketahanan dan Ketahanan dan
Keluarga (Bina Keluarga (Bina
Keluarga Balita Keluarga Balita
(EKE), Bina (BKB), Bina
Keluarga Remaja Keluarga Remaja
(BKR), Pusat (BKR), Pusat
Informasi dan Informasi dan
Konseling Remaja Kanseling
(PIK-R) Bina Remaa (PIK-R)
Keluarga Lansia Bina Keluarga
(BKL), Unit Lansia (BKL),
Peninglatan Unit Peningkatan
Pendapatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera Keluarga
(UPPKS) dan Sejahtera
Pemberdayaan (UPPKS) dan
Exanomi
Keluarga) yang
Dibentuk
14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Jumiah Unit Unit N/A N/A 15 506.191.000 15 509.000.000 10 521,000,000 10 533.000.000 10 545,000, 3
Kelompok Sarana SR H SARAL000 W_
Kegiatan Kelompok
Ketahanan dan Kegiatan
Kesejahteraan Ketahanan dan
Keluarga (BKB, Kesejahteraan
BKR, BKL, PPPKS, Keluarga {BKB, 2
PIK-R dan BKR, BKL,
Pemberdayaan PPPKS, PIK-R
Ekonomi dan
[UPPKS) Pemberd,
Ekonomi
Keduarga/UPPKS)
14 04 2.0 05 Penyediaan Biaya Jueniah Kader Crang NfA NiA 208 4,165,600.000 208 4,286,995,000 208 4.300.125,000 208 4.317.766.000 208 4.332.924, :
Operasional bagi Pengelola dan s 08 #332.524.00 W—
Pengelola dan Pelaksana
Pelaksana (Kader) (Kader)
Ketahanan dan Ketzhanan dan
Keluarga (BKB, Keluarga (BX8,
BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL,
PIK-R dan PPPKS, PIK-R
Pemberdayaan dan
Ekonomi Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS) Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
14 04 0 06 Cplew'a!ﬂl Bblaaya Jumiah Kelompok N/A N/A NfA 1] 500 300.000.000 500 310.000.000 500 320.000.000 500 330.000.000 500 330.000.000
shidsiralilis 000
Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan
Ketahanan dan Kesejahteraan
jaf ga (BKB,
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
BKR, BKL, PPPKS, PPPKS, PIK-R
PIK-R dan dan
Ekonomi Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)




Target Kinerja Program dan Kerangk

Sumb
Indikator " unit
e op | Indikato n..’?'""é‘.. | fineia o Kondisi Kinerja pada akhir | Kerja Ttia
T n periode
ARIac P Kode H"“"'Imu m P B Perencanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 e et by
Kegiatan ggung
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
(1) @ ()] {4) (s) () &) 1G] @ (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 7 (18) (19) (20) (21) {22) (}3 (24)
14 04 | 202 Pelak Palak Kegiata 1 1 1 5.999.900 1 7.000.000 1 15.000.000 X 000.000
ey iseaplin 1 20,000,000 1 25, 1 25.000.000
Peningkatan POKTAN
Peran Serta BKB/BKR/BKL
Organisasi
Kemasyaraka
tan Tinghkat
Daerah
Kabupaten/
Kota dalam
Pembanguna
n Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraa
n Keluarga
14 04 202 03 Pelaksanaan Jumlah Organisasi NfA N/A 12 £.999.900 12 7,000,000 12 15.000.000 13 000,
Peningkatan Organisasi yang AR 2 #5.000.000 1 25.000.000 DAU
Kapasitas Mitra Mengikuti
dan Organisasi Peningkatan
Kemasyarakata Kapasitas Mitra
n dalam dan Crganisasi
Program dalam
Ketahanan dan Pengelolaan
Kesejahteraan Program
Keluarga (BKB, Ketahanan dan
BKR, BKL, Kessjahteraan
PPPKS, PIK-R Keluarga (BKB,
an BKR, BKL,
Pemberdayaan PPPKS, PIK-R
Ekanomi dan
luarga/UPPK P
s) Ekonomi
Keluarga/LUPPKS)
Meningkatka Meningkatny Predikat 14 | o1 PROGRAM Persantass % 100 100 100 5.257.904.000 100 5.426,157.000 100 5.289.451.000 100 X
. p Kinons PENUNIANG oo 5.352.925.000 100 5.352.925.000 100 5.352.925.000
akuntabilitas akuntabiltas SAKIP URUSAN pelayanan
kinena kinerja Perangkat PEMERINTAH umum,
perangkat peranghat Daerah AN DAERAH kepegawaian,
daerah daerah KABUPATEN/ dan keuangan
KOTA Perangkat
Daerah
4| 01 .02 _“ ini i '_ hil bulan 14 14 14 4.642.909.950 14 4.742.909.950 14 4.642.910.000 14 4.642,910.000 14 4.,642.910,000 14 4.642.910.000
Peranghat keuangan
Daerah perangkat
daerah
14 01 202 01 Penyediaan Gaji Jumiah Ora Orang/bul N/A A a5 4.642.909.950 35 4.742.909.950 35 4.642.910.
e Tun}angan] iing Me.ner'l?m :ﬁf 642.910.000 35 4.642.910,000 35 4.642.910.000 35 4.642.910.000 DAl
ASN Gaji dan
Tunjangan ASN




Target Kinerja Program dan Kerangka Penda
Data Capalan itk ke Sumbe
Pada Tahun Kondisi Kinerja pada +Dana
Tu Sl s Program, Andikxue Kinarts Lo Sk pres s | unksas o
uan ran K Program, Perenca T ! i
e el s Kode z.,;.;.f'* Koot £ub Satuan naan ahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Penanggungjaw | Lokasi
ab
Kegiatan
2020 | 2021 | target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1) (2) ()] (4) (s) (6) (4] (8) 9 (10) (11) (12) (13) (19) (15) (16) 7 (18) (19) (20) {21) (22) (23) (24)
14 o 2.06 Admini : b bulan 12 12 12 112.999.950 12 147.126.450 12 128.773.500 12 160,510.500 12 60,510.500 60.51
Umum Perangkat | administrasi ? i 3 o o
Daerah umum perangkat
daerah
14 0l 206 | O Penyediaan Jumiah Paket Paket N N/A 1 8.000.000 1 15.000.000 1 11.000.000 1 17.000.000 1
Komponen Instalasi Kompaonen Instalasi 17:000060 ! 17.000.000 ol
Listrik/F Listrike/F It
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
14 01 2.06 oz Penyediaan Jumlah Paket Paket NfA NfA 1 20.000.000 3 27.000.000 1 23.000.000 1 29.000.000 |
Peralatan dan Peralatan dan d 200000 ! #0000 e
Perlengkapan Periengkapan
Kantor Kantor yang
Disediakan
14 a1 2.06 i3] Penyediaan Bahan Jumlzh Paket Bahan Paket N/A NfA 1 7.000.000 1 14,000,000 1 10.000.000 1 16,000,000 1
Logistik Kantor Logistik Kantor yang IB R0 ! 16.000.000 URU
Disediakan
14 01 2.06 o5 Penyediaan Barang Jumiah Paket Pakat /A N/A 1 7.999.950 1 15.126.450 1 11.733.500 1 19.510.500
Cetakan dan Barang Cetakan dan ! 19ais0 ! TSN b
Penggandaan Penggandaan yang
Disadiakan
14 o1 206 | 09 Penyelenggaraan Jumilah Laparan Laporan N/A NfA 38 70.000.000 38 76,000,000 38 73.000.000 38 79.000.000 33
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 75,000,000 8 eSS DAy
dan Konsultasi Rapat Koordinasi
SKPD dan Konsultasi SKPD
14 01 208 Panyediaan Jasa Terpenuhinya bulan 12 12 12 284,995.000 12 305.470.900 12 294.459.000 12 313.501.200 12 313.501.200 12 313.501.20
Penunjang penyediaan jasa 0
Urusan penunjang urusan
Pemerintahan pemerintah
Daerah daerah




Data Capal Target Kinerja Program dan Kerangka Pend. Sumber
Pada 'mmu Kondisi Kinerja pada Unit Dana
Tujuan | Sasaran | Indikator Program, Kegiatan, | Indikator Kinerja - P s Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 |
PD PD Sasaran Kode Sub Kegiatan m Satuan Panan Lokasi
ggung
2020 | 2021 | target Rp target Rp targat Rp target Rp target Rp i Rp jawab
1) ) (3) ()] 5) (6) (6] [O)] (8) (10) (11) (12) (13) (14) @as) (18) (17) (18) (18) (20) (21) (22) (23) (24)
14 01 .08 oz Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan Nf& NfA 48 60.000.000 48 66.000.000 48 62.000.000 48 69.000.000 48 65.000.000 48 £9.000.000 DAU
Komunikasl, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
14 01 208 03 Penyediaan Jasa Jurmiah Laporan Laporan NfA N/A 4 9.995.000 4 18.470.900 4 15.459.000 4 22.501.200 4 22,501,200 4 22.501.200 DAU
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
14 01 2,08 o Penyediaan Jasa Jumlah Laparan Laporan NjA NfA 12 215.000.000 12 221.000.000 12 217,000,000 12 233.000.000 12 223.,000.000 12 223.000.000 DAy
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kartor yang Disediakan
14 | 01 | 209 Pemeliharaan Terpenuhinya bulan 12 12 12 216,999.10 13 230.649.700 12 223.308.500 12 236.003.300 12 236.003.300 12 236.003.30
Barang Milik Dasrah pemeliharaan o ']
Penunjang Urusan barang millk daerab
P intah Tjang urusan
Daerah pemerintah daerah
14 01 2.09 0z Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Uit N/A /& 125 206.999.200 125 213.000.000 125 209.000.000 125 215,000.000 125 215,000.000 125 215.000.000 Dau
Pemeiiharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemelif , Pajak, L gan yang
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
14 m .09 09 Pemeliharaan/Rehabilit Jumnlah Gedung Kantor Unit NfA LTS 3 9.995.900 3 17.649.700 3 14,308,500 3 21.003.300 3 21.003.300 3 21.003.300 DAU
asi Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




DINAS
PPKBPPPA

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menjelaskan

mengenai tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas PPKBPPPA.

Indikator kinerja Dinas PPKBPPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah

RPIMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas PPKBPPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

No | Sasaran PD Indikator Target Kinerja Tujuan / Sasasaran
SRRty L Sy o 00 2024 2025 2026
(1) 3) 4 B)) (6) ) ® ®
1. | Terkendalinya | Total Fertility 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
iumlah Rate (TFR)
penduduk
2. | Meningkatnya |- Angka 77,94 78.14 78,34 78,54 78,74
kualitas harapan
keluarga hidup
melalui perempuan
pemberdayaan | - Rata-rata 7.33 .33 7,73 7.93 8,13
perempuan lama sekolah
dan perempuan
perlindungan |- Pengeluaran 11.633.3 | 11.807.80 | 11.98491 | 12.164.69 | 12.347.16
anak perkapital Ol/tahun | 1/tahun 8/tahun 2/tahun 2/tahun
perempua
- Predikat KLA KLA KLA KLA KLA
Kabupaten Predikat | Predikat Predikat | Predikat Predikat
Layak Anak | Madya Madya Nindya | Nindya Nindya
3. | Meningkatnya | Predikat Kinerja BB BB BB BB BB
wonasies | S| (010 | 0020 | 7000 | 050 | 70
kinerja Perangkat
perangkat Daerah
daerah

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026




DINAS
PPKBPPPA

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator-indikator kinerja Dinas PPKBPPPA
sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas PPKBPPPA di bidang urusan 1)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026



PPKBPPPA

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen tahun 2021-
2026, yang berisi tentang gambaran pelayanan dari Dinas PPKBPPPA, didalam merumuskan isu-
isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, rencana program,
kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi Dinas
PPKBPPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun mendatang. Dengan
meningkatnya tuntutan masyarakat, maka kinerja Dinas PPKBPPPA perlu ditingkatkan baik dari
segi kelembagaan, sumber daya perangkat daerah (baik itu manusia, sarana dan prasaranannya)

serta manajemennya.

Renstra Dinas PPKB PPPA Tahun 2021-2026
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